
SALINAN 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  6  TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

KEMARITIMAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA KERJA PENGARAH 

DAN SATUAN TUGAS TIM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN 

DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa sekretariat pengarah tim pengendalian pencemaran 

dan kerusakan daerah aliran sungai citarum memiliki 

peran yang penting dan strategis dalam mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas pengarah tim pengendalian 

pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai citarum; 

b. bahwa sekretariat pengarah tim pengendalian pencemaran

dan kerusakan daerah aliran sungai citarum dilaksanakan

oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian

Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi yang

memiliki tugas dan fungsi terkait langsung dengan

pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran

sungai citarum;
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c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun

2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi

Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan memiliki tugas

dan fungsi terkait langsung dengan pengendalian

pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai citarum;

d. bahwa beberapa ketentuan di dalam Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018

tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran

Sungai Citarum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor

1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018

tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran

Sungai Citarum,  perlu dilakukan penyesuaian;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor

8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan

Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Daerah Aliran Sungai Citarum;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang

Percepatan Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan

Daerah  Aliran Sungai Citarum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);
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4. Peraturan     Presiden     Nomor    92   Tahun   2019   tentang

Kementerian Koordinator  Bidang  Kemaritiman dan

Investasi (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2019  Nomor 265);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor

8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan

Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1090) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor

8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan

Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 300);

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

DAN INVESTASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA KERJA PENGARAH 

DAN SATUAN TUGAS TIM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN 

KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator 

Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang  Tata Kerja 

Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1090) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 
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Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai 

Citarum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

300), diubah sebagai berikut:  

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4 

(1) Pengarah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh

Sekretariat Pengarah.

(2) Sekretariat Pengarah dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

(3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) secara ex-officio dijabat oleh Deputi Bidang

Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi. 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas 

Sekretariat Pengarah dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara di Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan Investasi. 

Pasal II 

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan  Peraturan  Menteri  Koordinator  ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Juni 2022 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd 

LUHUT B. PANDJAITAN 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Juni 2022 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd 

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 614 
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,
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